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RINGKASAN 

 

Pengesahan UU KPK tahun 2019 menimbulkan kegaduhan publik dengan 

beragam reaksi di masyarakat yang didukung sejumlah akademisi hingga 

melakukan petisi sebagai penolakan terhadap perubahan UU KPK tersebut.
1
 

Beberapa perubahan di dalam UU KPK yang disetujui Presiden, diantaranya 

adalah pengaturan pengangkatan Dewan Pengawas, kewenangan menerbitkan 

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan status pegawai KPK sebagai 

Aparatur Sipil Negara (ASN). Pengaturan penerbitan Surat Perintah Penyidikan 

Perkara (SP3) oleh Presiden diusulkan dan dua tahun setelah proses penyidikan. 

Namun kebijakan ini telah berdampak pada kekecewaan hingga mundurnya 

beberapa kepemimpinan KPK.
2
 Di sisi lain muncul penolakan dari kelompok 

pelaksana KPK dan beberapa pemerhati KPK, namun dukungan terhadap 

perubahan UU KPK diperlukan sebagai usaha negara untuk menguatkan kinerja 

KPK karena keberadaannya telah dilegitimasi masyarakat mampu memberikan 

harapan bagi pemberantasan korupsi namun masyarakat kurang mengetahui 

evaluasi yang menyeluruh terhadap kinerja KPK itu sendiri.  

Perubahan tersebut telah menimbulkan permasalahan di ranah publik dalam 

bentuk dukungan dan penolakan di masyarakat luas. Diantara yang menolak 

banyak masyarakat yang menilai bahwa dengan perubahan UU KPK dalam 

memberantas TPK karena ada kekhawatiran akan melemahkan kinerja KPK 

sehingga menurunkan kemampuan KPK dalam penindakan tindak pidana korupsi 

sebagai akibat hukum atas pengaturan baru KPK pada pasal 21 ayat 1 UU KPK 

Tahun 2019 terkait struktur KPK. Pasal tersebut telah merubah pasal 21 ayat 1 UU 

KPK Tahun 2002 dengan menghapuskan jabatan Penasihat KPK dan membentuk 

struktur baru yaitu Dewan Pengawas. Pada undang-undang tersebut sebelumnya 

Penasihat KPK berada di bawah Pimpinan KPK dan dalam perubahan UU KPK 

Tahun 2019 struktur tersebut menjadi Dewan Pengawas yang berada di atas 

Pimpinan KPK. Hal tersebut menarik penulis untuk melakukan penelitian hukum 

judul yang akan disentesis melalui judul penelitian yaitu “Urgensi Kedudukan 

Dewan Pengawas Dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi. ”   

Terdapat dua tujuan yang ingin dicapai melalui tesis ini. Pertama, untuk 

memberikan telaah dan analisis hukum terhadap Pengawasan Penegakkan Hukum 

TPK Berdasarkan Undang-Undang No.30. Tahun 2002 sehingga diperlukan 

Dewan Pengawas untuk meningkatkan kinerja KPK melalui UU No. 19. Tahun 

2019. Kedua, untuk memberikan telaah dan analisis terkait akibat hukum yang 

ditimbulkan oleh kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam pemberantasan TPK 

berdasarkan UU No. 19. Tahun 2019. Pengawasan Penegakkan Hukum TPK 

menurut Undang-Undang No.30. Tahun 2002 diulas berdasarkan teori tindak 

pidana, penegakan hukum pidana dan teori pengawasan. Pokok dari teori tindak 

                                                           
1 Anin Dhita Kiky Amrynudin dan Riris Katharina, Amandemen Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 

Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Kebijakan Publik, Naskah 

Publikasi.Info Singkat. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.Jakarta. 2019, hal.25 
2 Lihat Artikel Hukum, Aji Presetyo, Dampak Instan Perubahan UU KPK, Diakses Pada Website: 

Hukum Online, Tanggal 15 Oktober 2019 
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pidana menurut pendapat hukum Van Hamel
3
 bahwa “perbuatan pidana sebagai 

perbuatan manusia yang dirumuskan oleh undang-undang, melawan hukum (patut 

atau bernilai untuk dipidana) dan dapat dicela karena kesalahan.” Pengertian 

tersebut menjelaskan unsur-unsur perbuatan pidana yaitu: 1) perbuatan manusia 

yang dirumuskan dalam undang-undang; 2) melawan hukum; 3) dilakukan dengan 

kesalahan; dan 4) patut dipidana. Selanjutnya oleh Soedarto menjelaskan bahwa 

hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-

perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.
4
 

Sedangkan menurut Moeljatno menjelaskan dari pengertian hukum pidana 

tersebut di atas dengan membagi beberapa unsur. Pertama adalah “perbuatan 

pidana” (criminalact), kedua adalah “pertanggungjawaban hukum pidana” 

(criminal liability atau criminal responsibility). Kedua istilah tersebut dikenal 

sebagai “hukum pidana materil” (substantive criminal law) karena mencakup 

mengenai isi hukum pidana sendiri. Sedangkan yang ketiga adalah adalah 

mengenai bagaimana caranya atau prosedurnya untuk menuntut ke muka 

pengadilan orangorang yang disangka melakukan perbuatan pidana, oleh karena 

itu dikenal dengan hukum acara pidana (criminal procedure).
5
Dengan demikian 

pengawasan terhadap lembaga KPK adalah pengawasan perbuatan manusia yang 

dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, 

dan patut dipidananya kesalahan sesorang sebagai akibat pelanggaran komponen 

KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi. Apabila pelanggaran tersebut 

memenuhi kriteria perbuatan pidana dan cara yang dilakukan senyatanya telah 

melawan hukum seperti yang telah diatur dalam UU KPK maka dapat dijatuhkan 

pidana atas kesalahan yang diperbuatnya. 

Dalam konteks pengawasan lembaga KPK penegakan hukum terhadap 

seluruh komponen KPK harus berpedoman pada tujuan hukum yaitu keadilan, 

kemanfaatan, dan kepastian hukum di masyarakat yang mendudukkan dimensi 

penegakan hukum pidana yang semestinya. Implementasinya harus dapat 

menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum serta 

konsekuensi pertanggungjawaban hukum berdasarkan nilai-nilai aktual di dalam 

masyarakat beradab berdasarkan kesetraan hukum dan tidak diskriminasi. 

Artinnya penegakan hukum korupsi tidak hanya tajam diterapkan kepada 

masyarakat namun tumpul kepada komponen Lembaga KPK itu sendiri. 

  

                                                           
3 Sudarto, Hukum Pidana I, Cetakan kedua, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Yayasan Sudarto, 

Semarang , 1990, Hlm. 41 
4 Sofan Sastrawidjaja, Hukum Pidana 1, CV. Armico, 1990, Hlm. 9 
5
 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, hlm. 1.dalam Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum 

Pidana (Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan),Cetakan 

I, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, Hlm.4 
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ABSTRAK 

 

Tesis ini memiliki dua tujuan. Pertama, untuk memberikan telaah dan 

analisis hukum terhadap Pengawasan Penegakkan Hukum TPK Berdasarkan 

Undang-Undang No.30. Tahun 2002 sehingga diperlukan Dewan Pengawas untuk 

meningkatkan kinerja KPK melalui UU No. 19. Tahun 2019. Kedua, untuk 

memberikan telaah dan analisis terkait akibat hukum yang ditimbulkan oleh 

kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam pemberantasan TPK berdasarkan UU 

No. 19. Tahun 2019. Kedua permasalahan tersebut secara teoritis berdasarkan 

teori rindak pidana, penegakkan hukum pidana dan konsep pengawasan yang 

diaplikasikan terhadap kedua undang-undang KPK tesebut. Metode penelitian 

hukum yang digunakan untuk menguraikan kedua permasalahan tersebut adalah 

yuridis normatif dengan dua pendekatan yaitu statute approach dan conceptual 

approach. Hasil penelitian memberikan argumentasi hukum bahwa pengawasan 

dilakukan terhadap pelaksanaan tugas, kewenangan dan kewajiban KPK seperti 

yang telah disebutkan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 Bab II, UU KPK 

Tahun 2002. Pelaksanaan tanggung jawab dan pertanggungjawaban seperti yang 

telah disebutkan dalam Bab III Pasal 20 dan organ pelaksananya telah ditentukan 

dalam Susunan Organisasi KPK yang tertuang dalam Pasal 21 sampai dengan 

Pasal 28 UU KPK Tahun 2002. Implmentasai pengawasan internal KPK secara 

khusus dilaksanakan oleh Direktorat Pengawasan Internal berdasarkan ketentuan kode 

etik yang diatur dalam Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Nilai-Nilai Dasar 

Pribadi, Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK. Berdasarkan UU KPK Tahun 2019, 

Pengawasan KPK berdasarkan ketentuanPasal 21 Ayat 1 Huruf (a) telah menetapkan 

struktur baru yaitu Dewan Pengawas dengan tugas Dewan Pengawas diatur dalam 

Pasal 37B. Kesimpulan penelitian yang pertama adalah berdasarkan UU KPK 

Tahun 2002 tidak ada urgensi kebutuhan Dewan Pengawas karena seluruh 

intrumen pengawasan sudah ada hanya implmentasinya yang belum efektif. 

Berdasarkan UU KPK Tahun 2019 kebutuhan Dewan Pengawas adalah sebuah 

kebutuhan hukum yang urgen dalam rangka pembagunan hukum terkait 

pengawasan KPK yang berpeasitan hukum dan tidak diskriminasi. Kesimpulan 

kedua bahwa diantara kewenangan Dewan Pengawas KPK terdapat satu 

kewenangan yang berpotensi milikia akibat hukum yaitu kewenangan pemberian 

perizinan penyitaan, penggeledahan dan penyadapan. Kompromi politis 

merupakan argumentasi yang dapat diajukan sehingga dapat mengundur waktu 

dan menghambat Dewas untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin 

penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan. Alasan ini memberikan 

gambaran hukum sebagai kendala dalam percepatan pemberantasan kosupsi. 

Kata kunci: Pengawasan, Dewan Pengawas, KPK  
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ABSTRACT 

 

This thesis has two objectives. First, to provide a legal review and analysis of the 

TPK Law Enforcement Supervision based on Law No.30. 2002 so that the 

Supervisory Board is needed to improve the performance of the KPK through 

Law no. 19. Year 2019. Second, to provide a study and analysis related to the legal 

consequences arising from the authority of the KPK Supervisory Board in 

eradicating TPK based on Law no. 19. In 2019. The two problems are 

theoretically based on criminal action theory, criminal law enforcement and the 

concept of supervision that are applied to the two KPK laws. The legal research 

method used to describe these two problems is juridical normative with two 

approaches, namely the statute approach and the conceptual approach. The results 

of the study provide legal arguments that supervision is carried out on the 

implementation of the duties, authorities and obligations of the KPK as mentioned 

in Article 6 to Article 15 Chapter II, the Corruption Eradication Commission Law 

of 2002. Implementation of responsibilities and accountabilities as mentioned in 

Chapter III Article 20 and The implementing organs have been determined in the 

Corruption Eradication Commission's Organizational Structure as stipulated in 

Article 21 to Article 28 of the Corruption Eradication Commission Law of 2002. 

Implementation of KPK internal supervision is specifically carried out by the 

Directorate of Internal Supervision based on the provisions of the code of ethics 

stipulated in KPK Regulation Number 7 of 2013 concerning Values. Personal 

Basis, Code of Ethics and Code of Conduct of KPK. Based on the 2019 KPK 

Law, KPK Supervision based on the provisions of Article 21 Paragraph 1 Letter 

(a) has established a new structure, namely the Supervisory Board with the duties 

of the Supervisory Board regulated in Article 37B. The first research conclusion is 

that based on the Corruption Eradication Commission Law of 2002 there is no 

urgent need for the Supervisory Board because all monitoring instruments already 

exist, only their implementation is not yet effective. Based on the 2019 KPK Law, 

the need for the Supervisory Board is an urgent legal need in the framework of 

legal development related to the supervision of the KPK which has legal issues 

and is not discriminatory. The second conclusion is that among the powers of the 

KPK Supervisory Board there is one authority that has the potential to be due to 

law, namely the authority to grant permits for confiscation, searches and wiretaps. 

Political compromise is an argument that can be put forward that can delay time 

and prevent Dewas from giving permission or not giving permission for 

wiretapping, searches and / or confiscation. This reason provides a picture of the 

law as an obstacle in accelerating the eradication of corruption. 

Keywords: Supervision, Supervisory Board, KPK  
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